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Penelitian ini membahas problematika hierarki Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI) dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Studi ini dilatarbelakangi oleh perubahan status MPR RI pasca amandemen UUD 

1945, yang menyebabkan terjadinya pergeseran kedudukan Tap MPR dalam 

hierarki norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan 

hukum Tap MPR RI sebelum dan sesudah amandemen, serta mengkaji implikasi 

masuknya Tap MPR RI ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan terhadap 

sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan teori hukum, khususnya teori hierarki 

norma Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Data diperoleh melalui studi kepustakaan 

dan dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masuknya Tap MPR RI ke dalam 

hierarki peraturan perundang-undangan menimbulkan sejumlah permasalahan, 

antara lain kekosongan hukum terkait mekanisme pengujian Tap MPR RI yang 

berpotensi bertentangan dengan UUD 1945, serta pelanggaran terhadap prinsip 

negara hukum dan potensi konflik norma dengan peraturan perundang-undangan 

lainnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya konstruksi hukum yang 

memungkinkan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Tap MPR RI, 

serta revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk memperjelas 

kedudukan dan mekanisme pengujian Tap MPR RI dalam sistem hukum nasional. 

 


